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Dana Desa Belum Cair,

Teranéam Dikembalikan

SOREANG, (PR).-

Dana desa dari pemerintah
pusat untuk 280 desa di Kabu-
paten Bandung sebagian besar.
belum cair. Jika sampai akhir
Juni dana desa belum juga di-
cairkan, terancam dikembali-
kan lagi ke pemerintah pusat.

Seorang kepala desa yang

enggan disebut namanya me-

ngatakan, sebagian besar desa
di Kabupaten Bandung belum
bisa mencairkan dana desa dari
pusat. "Padahal dana desa su-
dah ditransfer ke rekening
Pemkab Bandung pada bulan-
bulan awal tahun 2018. Namun,
aturan pencairan seperti per-
aturan bupati (perbup) baru ke-
luar pada akhir Februari lalu,”
katanya, di kompleks Pemkab
Bandung, Jumat (18/5/2018).
Dia menambahkan, aturan
pencairan dana desa cukup ru-
mit sehingga sebagian besar de-
" sa belum bisa mencairkannya.
"Baik aturan dari pemerintah
pusat maupun- Pemkab Ban-
* dung menghambat pencairan.

Saya sendiri belum men- selesair
Shm Seia, -

Bupati Bandung Dadang M
Naser menyatakan para kepala

pencalran ada di aparat desa 2
”"Untuk mencairkan dana desa
ataupun Alokasi Dana Perim-
bangan ‘Desa (ADPD) dari
Pemkab  Bandung harus

- bali ERuRe bild pencaliangiye

memakai laporan pertanggung-
jawaban penggunaan dana desa
dan ADPD 2017,” katanya.
Selain itu, aparat desa juga
harus membuat proposal peng-
ajuan pencairan ADPD dan
dana desa tahun 2018.
”Bagaimana bisa cair kalau la-

- poran pertanggungjawaban ta-

hun 2017 dan proposal belum
ada di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten
Bandung,” katanya.

Dadang membantah Pemkab
Bandung menghambat upaya
pencairan dana desa ataupun

ADPD. “Kami tak menghambat

sama sekali. Masalahnya di an-
tara desa-desa ingin kompak
agar pencairan dana desa dan
ADPD bersamaan,” ujarnya.
Bahkan, dengan alasan sabi-
lulungan, desa-desa menahan
pengiriman laporan pertang-
gungjawaban dan proposal. “Ini
sabilulungan yang salah.
Sabilulungan kok kompak me-
nunda persyaratan pencairan.
Kalau satu atau dua desa sudah

fanggungjawaban dan p ns"-l,

harus langsung diserahkan ke

dinas terkait,” katanya.
Dadang mengakmelglia{

Sepertl juga Dana Alokas1
Khusus (DAK) yang bisa kem-
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